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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

Proses peradilan pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan hukum 

acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah 

pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum untuk 

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 

menentukan apakah terbukti telah melakukan tindak pidana dan apakah orang 

yang didakwa dapat dipersalahkan.
1
 

Menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dapat 

diwujudkan apabila lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses 

kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang yang sejalan dengan 

sistem peradilan pidana. Keberhasilan atas sistem peradilan pidana dapat 

dilihat apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan 

masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum.
2
 Proses peradilan 

pidana harus mencerminkan proses hukum yang adil atau due process of law, 

yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil, 

harus pula memberikan jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hukum 

terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak 

memihak berdasarkan hak asasi manusia. 

Mardjono Reksodiputro telah menyatakan bahwa istilah due process of 

law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang 

adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang 

sewenang-wenang.
3
 Peradilan yang adil merupakan tonggak dari negara hukum 

yang sangat memperhatikan kemerdekaan atas hak warga negaranya di dalam 

sistem peradilan pidana. Pemahaman ini berdasarkan atas sikap batin berupa 

                                                 
1
  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, cet. 6, ed. 2, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 10. 
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245. 
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penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara untuk membela 

diri dan mempertahankan kebebasan atau kemandiriannya. 

Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

selanjutnya disebut sebagai KUHAP menyebutkan, Herziening Indonesisch 

Reglement (HIR) sebagai ketentuan acara dalam proses peradilan pidana di 

Indonesia ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan yang layak 

terhadap hak asasi manusia sebagaimana layaknya dimiliki suatu negara 

hukum.
4
 Oleh sebab itu HIR  perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita 

hukum nasional dan diganti dengan undang-undang acara pidana yang baru 

yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP berimbas pada praktik peradilan pidana di 

Indonesia benar-benar diwajibkan menegakkan hak-hak tersangka atau 

terdakwa dengan mempergunakan pemahaman proses hukum. 

KUHAP telah memberikan hak-hak kepada tersangka, terdakwa, dan 

terpidana yang sangat mencukupi. Hak-hak tersebut dibentuk atas asas-asas 

hukum acara pidana yang mengandung perlindungan terhadap keluruhan 

harkat serta martabat manusia, diantaranya:
5
  

Asas umum: 

 1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; 

 2) Praduga tidak bersalah; 

 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; 

 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum; 

 5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; 

 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

 7) Peradilan terbuku untuk umum; serta 

Asas khusus: 

 1) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan  

                                                 
4
 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 

Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209. 
5
 Mardjono Reksodiputro, op.cit., hal. 297. 
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dilakukan dengan surat perintah (tertulis); 

 2) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 

pendakwaan terhadapnya; dan 

 3) Kewajiban pengadilan mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. 

Penulisan ini difokuskan pada kajian kewenangan Jaksa in casu 

Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali berdasarkan teori sistem 

peradilan pidana terpadu dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 20/PUU-XXI/2023. Keberadaan sistem peradilan pidana terpadu 

menempatkan segenap aparat penegak hukum berdasarkan fungsi dan 

kewenangannya, dengan demikian tujuan dari integrasi dari aparat penegak 

hukum melalui integrated justice system ialah menghindari adanya 

diskriminasi kewenangan lembaga yang akan melemahkan penegak hukum 

karena di dalamnya terkandung balanced and equal of power.
6
 

Penulis menyadari bahwa sebelum skripsi ini ditulis tidak sedikit para 

akademisi yang telah mencurahkan pemikirannya guna menganalisis 

kewenangan Jaksa dalam melakukan peninjauan kembali. Demi menyelesaikan 

penulisan ini, penulis merujuk pada tesis Magisterial Ilmu Hukum Universitas 

Indonesia “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa 

Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Bambang 

Subiyanto. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif 

yang selanjutnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan 

primer berupa Putusan MA No.55/PK/Pid/1996 atas nama Muchtar Pakpahan 

dan Perkara No.15/PK/Pid/2006 atas nama Setyowati. Dalam tesis ini, penulis 

memfokuskan diri untuk membahas apa yang menjadi landasan pemikiran 

Jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hasil penelitian 

dalam tesis ini dapat diketahui bahwa landasan Jaksa mengajukan peninjauan 

kembali adalah Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 

 

                                                 
6
 Ibid., hal. 306. 
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14 Tahun 1970 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 dan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana Indonesia.
7
 

Perlu diketahui bahwa pengertian peninjauan kembali menurut Soedirjo 

adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali 

atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat 

digugat lagi.
8
 Dalam sistem peradilan negara kita, suatu kasus yang berakhir 

dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka 

lagi. Hal ini dilakukan demi tegaknya kepastian hukum. Namun hal tersebut 

dapat dikecualikan apabila di dalam putusan yang sudah memperoleh kekuatan 

hukum tetap terdapat ketidakadilan. Suatu upaya hukum untuk memperbaiki 

kekhilafan harus dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat 

yang ketat. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa atau 

istimewa, keistimewaannya tersebut terletak pada pembatalan putusan hakim 

yang terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan dengan upaya 

hukum biasa berupa perlawanan, banding ataupun kasasi.
9
 

Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah memberikan penegasan 

terhadap pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana 

atau ahli warisnya.
10

 Namun dengan timbulnya undang-undang kejaksaan yang 

baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

telah memberikan kewenangan pada kejaksaan in casu Kejaksaan Agung untuk 

mengajukan peninjauan kembali dengan dalih demi ketertiban umum dan 

dengan syarat pada suatu putusan yang telah dinyatakan terbukti melakukan 

tindak pidana, namun tidak diikuti oleh pemidanaan. 

Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh 

Jaksa mendapat banyak kritikan. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul 

mengatakan, wewenang Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali 

                                                 
7
 Bambang Subiyanto, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dijaukan Oleh Jaksa 

Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia” (Tesis Magister Universitas Indonesia, 2012), hal. 

viii. 
8

 Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna, (Jakarta: 

Akademika Pressindo, 1986), hal.11. 
9
 Ibid., hal. 11-12. 

10
 M. Yahya Harahap, op.cit., hal. 616. 
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berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, khususnya 

pengajuan peninjauan kembali terhadap perkara yang notabene telah 

dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.
11

 Hal senada juga 

disampaikan oleh Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim 

menjelaskan bahwa diperbolehkannya peninjauan kembali yang diajukan oleh 

Jaksa akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena kasus yang sudah 

incracht dapat dibuka kembali dan orang yang sudah menjalani hukuman dan 

bebas dapat ditahan kembali.
12

 

Kewenangan Jaksa melakukan peninjauan kembali yang terdapat di 

dalam Pasal 30C hururf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia telah melahirkan suatu polemik karena atas berlakunya 

Undang-Undang tersebut telah merugikan hak konstitusional seorang warga 

negara. Seperti di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XXI/2023 yang dimohonkan oeh seorang warga negara Indonesia yang 

berprofesi sebagai notaris pernah berstatus sebagai terpidana, atas hal tersebut 

pemohon melakukan peninjauan kembali dan putusannya berupa bebas dan 

lepas dari segala tuntutan hukum. Namun Jaksa penuntut umum melakukan 

peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh 

pemohon sebelumnya.  

Dengan ini dapatlah dikatakan atas dikeluarkannya putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut Jaksa penuntut umum seharusnya tidak dapat mengajukan 

peninjauan kembali lagi. mengingat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi bersifat final dan mengikat. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

selaku kekuasaan kehakiman adalah sejajar dengan Mahkamah Agung. Oleh 

sebab itu apabila Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang 

menyatakan suatu undang-undang antara materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

                                                 
11

 IDN Times, “Yosafat Diva Bayu W: MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PK Karena 

Dinilai Inkonstitusional”, https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/mk-

hapus-kewenangan-jaksa-ajukan-pk-karena-dinilai-inkonstitusional?page=all, diakses pada 

tanggal 27 Desember 2023. 
12

 Warta Ekonomi, “Soal Revisi UU Kejaksaan, Alvin Lim Sebut DPR Terlalu Terburu-

buru”, https://id.investing.com/news/economy/soal-revisi-uu-kejaksaan-alvin-lim-sebut-dpr-

terlalu-terburuburu-2140407, diakses pada tanggal 27 Desember 2023. 
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bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejak saat itu putusan tersebut bersifat 

final dan berlaku secara erga omnes, tidak hanya bagi para pihak yang 

bersengketa, melainkan seluruh warga negara, termasuk pejabat dan otoritas 

publik atau lembaga negara yang didalamnya terdapat Mahkamah Agung dan 

badan peradilan di bawahnya.
13

 

Dalam tradisi  fikih siyasah, lembaga kejaksaan sebagai salah satu 

lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas di dalam siyasah dusturiyah, 

namun tugas dan fungsinya secara garis beras dapat ditemukan dan 

diserupakan dengan wilayah al-hisbah. Wilayah al-hisbah sendiri merupakan 

badan atau lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran hukum syara‟ di luar 

mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, melainkan semata-mata 

karena pelanggaran.
14

 

Dasar hukum hisbah adalah firman Allah SWT yang tertera dalam 

surah Al Imran ayat 104: 

ْٕىَشِ    ُّ ٌْ ِٓ  ا َْ  عَ ْٛ َٙ ْٕ يَ َٚ فِ   ْٚ عْشُ َّ ٌْ َْ  ثبِ ْٚ شُ ُِ ْ يأَ َٚ ٌْخَيْشِ   َْ  اٌَِٝ ا ْٛ خ   يَّذْعُ َِّ ُ ُْ  ا ىُ ْٕ ِِّ   ْٓ ٌْزىَُ َٚ

 َْ ْٛ حُ ٍِ فْ ُّ ٌْ ُُ  ا ُ٘ ىِٕهَ  
ٰۤ ٌ اُٚ َٚ   

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar; mereka lah orang-orang yang 

beruntung”. (QS. Al-Imran: 104). 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas penulis bermaksud 

menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian skripsi dengan 

judul “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENINJAUAN KEMBALI 

KEJAKSAAN AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

20/PUU-XXI/2023)” 

                                                 
13

 Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, 

Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 4, No. 1, Maret 2015, hal. 25-26. 
14

 Siti Khodijah Titania Ali, “Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, (Skripsi Sarjana auniversitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, Surabaya, 2020), hal. 43-44. 
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 B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka yang menjadi 

inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya, yaitu: 

1. Bagaimana kewenangan peninjauan kembali kejaksaan Agung dalam 

sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan 

Nomor 20/PUU-XXI/2023? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kewenangan Kejaksaan Agung 

dalam mengajukan peninjauan kembali? 

 C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang 

terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis kewenangan peninjauan kembali kejaksaan Agung 

dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia; 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam 

Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023; 

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kewenangan Kejaksaan 

Agung dalam mengajukan peninjauan kembali. 

 D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan 

pengetahuan, kalangan akademisi dan masyarakat umum serta dapat 

memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum dalam 

kewenangan Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali 

berdasarkan teori sistem peradilan pidana terpadu. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan bahan informasi 

bagi masyarakat, penegak hukum, khususnya yang terkait dengan peradilan 

pidana di Indonesia. 
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 E. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep – konsep khusus yang ingin/akan diteliti. Untuk lebih 

mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka didapat beberapa 

definisi atau pengertian yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan 

penelitian ini:  

1. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat 

untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi artinya adalah 

usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi masyarakat, sistem ini dapat berhasil apabila komponen-

komponen (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemasyarakatan) dapat bekerja 

sama secara terpadu berdasarkan fungsi dan kewenangannya.
15

 

2. Kejaksaan Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 

Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang 

Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.
16

 

3. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kecuali 

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli 

warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agung.
17

 

4. Putusan berkekuatan hukum tetap adalah: (1) putusan pengadilan tingkat 

pertama yang dalam waktu telah ditentukan tidak mengajukan banding atau 

kasasi; (2) putusan pengadilan tingkat banding yang dalam waktu tertentu 

tidak diajukan kasasi; (3) putusan kasasi.
18

 

                                                 
15

 Mardjono Reksodiputro, op.cit., hal. 240-241. 
16

 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2021, LN Tahun 

2021 Nomor 298, TLN Nomor 6755, Pasal 18 ayat (4). 
17

 Rahman Syamsuddin, Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 

2018), hal. 2. 
18

 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2002 tentang Grasi, UU Nomor 5 Tahun 2010, LN Tahun 2010 Nomor 100, TLN 

NOmor 5150, Penjelasan Pasal 2 ayat (1). 
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 F. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau 

tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode 

yang tepat, maka kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan 

mudah untuk dipertanggungjawabkan.
19

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian :  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Melalui penelitian yuridis normatif yang berarti 

digunakan pendekatan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep, 

kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik 

penelitian (pendekatan perundang-undangan). Penelitian ini meletakkan 

hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang berupa asas, norma, 

kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, perjanjian dan ajaran atau 

doktrin. Penelitian ini pada pokoknya dilakukan untuk identifikasi terhadap 

pengertian-pengertian atau dasar dari hukum.
20

 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan sejarah hukum 

(history approach),asas hukum, dan perbandingan hukum untuk 

menganalisis permasalahan yang disajikan. 

2. Jenis Data :  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer :  

Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

                                                 
19

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 36. 
20

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 93. 
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Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

20/PUU-XXI/2023. 

b. Bahan Hukum Sekunder :  

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari literatur-literatur 

hukum, makalah (bahan dan hasil seminar), hasil penelitian, artikel 

ilmiah, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan lain-lain. 

Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu 

untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum Tersier: 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Dengan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus 

hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan situs 

internet. 

Guna mendukung data sekunder, khususnya bahan hukum 

primer, dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Data 

primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai 

jawaban dari pertanyaan penelitian yang diperoleh melalui wawancara 

dengan cara tanya jawab langsung dengan para informan di dalam 

sebuah seminar berjudul “Kuliah Pakar Dari Praktisi Kehakiman”. 

Tanya jawab langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang kemudian dicatat dan direkam dilakukan dengan Ketua 

Pengadilan Negeri Pandeglang, yaitu Hendy Eka Chandra.
21

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

studi pustaka. Studi pustaka (bibliography study) dilakukan untuk 

menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali melalui 

                                                 
21

 Hendy Eka Chandra, “Kuliah Pakar Dari Praktisi Kehakiman”, (makalah disampaikan 

pada mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum di Universitas YARSI dengan tema 

Pendidikan Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Berbasis Kolaboratif dan Partisipatif, Jakarta 13 

November 2023). 
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inventarisasi dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XXI/2023. Selanjutnya untuk melengkapi hasil analisis dokumen dan 

menjawab pertanyaan permasalahan terkait dilakukan wawancara dengan 

informan dari Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang. 

4. Analisis Data 

Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder serta hasil tanya jawab selanjutnya semua data yang 

terkumpul akan diolah, disusun sesuai urutan permasalahan dan akhirnya 

dianalisis secara komprehensif guna menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan. 

 G. Sistematika Penulisan  

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta 

menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka  

Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan 

diambil dari berbagai refrensi atau bahan pustaka yang berhubungan 

dengan wewenang Kejaksaan Agung dalam mengajukan peninjauan 

kembali.  

3. BAB III Pembahasan Ilmu 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan 

Masalah, yaitu bagaimana kewenangan peninjauan kembali kejaksaan 

Agung dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan bagaimana 

pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 

20/PUU-XXI/2023. 

4. BAB IV pembahasan Agama Islam 

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana pandangan 

islam terhadap kewenangan Kejaksaan Agung dalam mengajukan 

peninjauan kembali. 
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5. BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis 

menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di 

kekemukan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran 

terhadap kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


